Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 8
Tanggal : 11 Desember 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi 1 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
4.03.4.03.01.00.00.5 BELANJA 12.673.869.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.915.619.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 2.915.619.000,00 | PP 15 Tahun 2019
PP 13 Tahun 1980 dan PP 15 Tahun 1985
Perpres 26 Tahun 2007 dan PP 18 Tahun 2017
Perpres ttg tunjangan jabatan fungsional
Perpres 12 Tahun 2006
Perdirjen No Per-3/PB/2015 Tgl 10-2-2015
PP 80 Tahun 2010
Perpres 12 Tahun 2013
PP 70 Tahun 2015
4.03.4.03.01.04.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 9.758.250.000,00
4.03.4.03.01.04 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan 1.913.250.000,00
Keuangan
4.03.4.03.01.04.01 Penyediaan Jasa Kantor 252.650.000,00
4.03.4.03.01.04.01.5.2.1 Belanja Pegawai 4.010.000,00
4.03.4.03.01.04.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 248.640.000,00
4.03.4.03.01.04.02 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 230.000.000,00
4.03.4.03.01.04.02.5.2.1 Belanja Pegawai 4.640.000,00
4.03.4.03.01.04.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 225.360.000,00
4.03.4.03.01.04.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 450.000.000,00
4.03.4.03.01.04.04.5.2.1 Belanja Pegawai 104.000.000,00
4.03.4.03.01.04.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 346.000.000,00
4.03.4.03.01.04.05 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja 70.000.000,00
4.03.4.03.01.04.05.5.2.1 Belanja Pegawai 21.642.500,00
4.03.4.03.01.04.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 48.357.500,00
4.03.4.03.01.04 .07 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 70.600.000,00
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KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
4.03.4.03.01.04.07.5. Belanja Modal 70.600.000,00
4.03.4.03.01.04 .08 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00
4.03.4.03.01.04.08.5. Belanja Pegawai 1.320.000,00
4.03.4.03.01.04.08.5. Belanja Barang dan Jasa 48.680.000,00
4.03.4.03.01.04.17 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 90.000.000,00
4.03.4.03.01.04.17.5. Belanja Pegawai 83.606.000,00
4.03.4.03.01.04.17.5. Belanja Barang dan Jasa 6.394.000,00
4.03.4.03.01.04. 18 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) (Banprov) 700.000.000,00
4.03.4.03.01.04.18.5. Belanja Pegawai 236.981.000,00
4.03.4.03.01.04.18.5. Belanja Barang dan Jasa 463.019.000,00
4.03.4.03.01. 27 Program Perencanaan dan Penganggaran 1.200.000.000,00
4.03.4.03.01.27.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 950.000.000,00
4.03.4.03.01.27.01.5. Belanja Pegawai 229.690.000,00
4.03.4.03.01.27.01.5. Belanja Barang dan Jasa 720.310.000,00
4.03.4.03.01.27.02 Sinkronisasi Penganggaran Program 250.000.000,00
4.03.4.03.01.27.02.5. Belanja Pegawai 61.936.000,00
4.03.4.03.01.27.02.5 Belanja Barang dan Jasa 188.064.000,00
4.03.4.03.01. 28 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial 1.500.000.000,00
4.03.4.03.01.28.01 Koordinasi Pemerintahan 250.000.000,00
4.03.4.03.01.28.01.5 Belanja Pegawai 73.355.000,00
4.03.4.03.01.28.01.5 Belanja Barang dan Jasa 176.645.000,00
4.03.4.03.01.28.02 Koordinasi Kesejahteraan Sosial 1.250.000.000,00
4.03.4.03.01.28.02.5. Belanja Pegawai 351.507.500,00
4.03.4.03.01.28.02.5. Belanja Barang dan Jasa 898.492.500,00
4.03.4.03.01.28.03 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) ( Banprov ) 0,00
4.03.4.03.01.28.03.5. Belanja Pegawai 0,00
4.03.4.03.01.28.03.5 Belanja Barang dan Jasa 0,00
4.03.4.03.01. 29 Program Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur 2.750.000.000,00
4.03.4.03.01.29.01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Infrastruktur 2.050.000.000,00
4.03.4.03.01.29.01.5. Belanja Pegawai 134.956.000,00
4.03.4.03.01.29.01.5 Belanja Barang dan Jasa 1.915.044.000,00
4.03.4.03.01.29.02 Penyusunan study kelayakan pembiayaan proyek Pembangunan melalui sumber pendanaan 0,00
lembaga keuangan
4.03.4.03.01.29.02.5.2 Belanja Pegawai 0,00
4.03.4.03.01.29.02.5.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00
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KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

4.03.4.03.01.29.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Bidang Perekonomian 700.000.000,00
4.03.4.03.01.29.03.5 Belanja Pegawai 115.859.000,00
4.03.4.03.01.29.03.5 Belanja Barang dan Jasa 584.141.000,00
4.03.4.03.01. 30 Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 855.000.000,00
4.03.4.03.01.30.01 Koordinasi Pengendalian Operasional dan Monitoring Kegiatan 505.000.000,00
4.03.4.03.01.30.01.5 Belanja Pegawai 50.480.000,00
4.03.4.03.01.30.01. Belanja Barang dan Jasa 454.520.000,00
4.03.4.03.01.30.02 Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 350.000.000,00
4.03.4.03.01.30.02. Belanja Pegawai 170.240.000,00
4.03.4.03.01.30.02. Belanja Barang dan Jasa 179.760.000,00
4.07 .4.03.01. 31 Program Penelitian dan Pengembangan 1.540.000.000,00
4.07.4.03.01.31.01 Pengelolaan Kelitbangan 725.000.000,00
4.07 .4.03.01.31.01. Belanja Pegawai 96.821.000,00
4.07.4.03.01.31.01.5 Belanja Barang dan Jasa 628.179.000,00
4.07 .4.03.01.31.02 Koordinasi Pengelolaan Data Pembangunan Daerah 815.000.000,00
4.07 .4.03.01.31.02.5 Belanja Pegawai 585.596.000,00
4.07 .4.03.01.31.02.5 Belanja Barang dan Jasa 229.404.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.673.869.000,00)
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